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BUPAT! TAKALAR
PROVINEI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUATI TAKALAR
NONOR: ©7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELGOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

JAMINAN KESEHATAN NASICNAL
PADA PUSKESMAS

BUPATI TAKALAR,

)

bahwa dalam rangka pelaksanaan progrem Jaminan Kesehatan Nasional, perlu
adanya pengelolaan dan .pemanfaatan alokesi dana non kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasicnal pada Puskesmas;

bahwa berdasar<an pertimbarigan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan den Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pade Puskesmas Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten :ang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Sulawesi (Lsmbaran Negar: Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembzran Negara *lomor 1822)

ang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakiek Kedokteran (Lembaran
ara Republik Inderiesia Tenun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
or4431); .. ,

ang-Undang Momor 40 Tanhun 2004 teatang Sistem Jaminan Sosial Nasional
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan
baran Negara Republik inconesia Nomir 4456);

ang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 entang Pelayanan Publik (Lembaran
ara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
ublik Indonesia Nomor 5033);

Undang-Undang Nomor 38 Tzhun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indcnesia Nomor 5963);

Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2011 tantang Badan Penyelengga Jaminan
Sosjal (Lembaran MNagarz Rep..blik Indones:a Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclanesia Nomcr 5255);

Ungang-Undang ' Nomor 23 Tahun 2014 ten: ang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonasia Tahun 2014 Noror 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 5587) sebagaimana
telan diubah beberapz cal, terakhir dengan Jndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Rspubik Indonesia “zhun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Momor 5679);




Menetapkan :

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Norno- 12 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara epubiik indonesia Tz hun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
iubah dengan Paraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanun 2013 Nomor 2 5);

Peraturan Presider Momor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerin:ah Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menleri Kasehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Pacla Fasilitas Kesehatar Tingkat Pertama dan Fasilitas
lesehatan  Tingka Lanjutan Dalam Penyelanggaraan Program Jaminan
(esehatan (Beria Nagara Republik Indone sia Tahun 2013 Nomor 1392);

leraturan  Menier Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
lesehatan Pada Jarn nan Kesehatan Nasi anal (3zrita Negara Republik Indonesia
ahun 2013 Nomo: “£00);

eraturan Menferi Kesehalan Nomor 28 Tzhun 2014 tentang Pedoman
elaksanaan Prograr1 Jaminan Kesehatin Nasional (Berita Negara Republik
donesia Tahun 2014 Nomer 874);

ereturan Menteri Kesshatan Nomor 5¢ Tahun 2014 tentang Standar Tarif
elayaran Kesenatan Daldr Penyelengjaraan Program Jaminan Kesehatan
serita Negara Republik Indar asia Tahun 2014 Nemor 1287);

Peraturan Daerah Kebupatén Takalar Nemor 0 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerirtahan Daerah yang Menjadi Kewel 'angan Pemerintah Kabupaten Takalar
(Lembaran Daerah Kabupatsn Takalar Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Dagrah Ncmor 49);

Peraturen Daerah Kabupaten Takalar Nomr 1 Tanun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuzngan Daerah (Lembaran Dasrat Kabupaten Takalar Nomor 98,
Tambahan Lembarzan Dagraf Nomor 57);
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16. Pergturan Daerah <abupaten Takalar Nomoi 4 Tahiin 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tal alar .Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 12 sehagaimana telah diubat dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Takalar Nemor 12 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahur 2012 tenteng Retribusi Jasa Umum
(Lgmbaran’ Daetah Kabupaten Takalar 1ahun 2017 Nomor 13, Perubahan
Lembaran Daerah KatuipateriTakalar Nomc+ 11 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON
KAPITASI JAMINAN KESﬁEIHA"AN NASIONAL PAD/, PUSKESMAS.

BARB |
CKHETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud aengan ;
1. Daerah adalah Kabupafn Takalar. .

2. Pemerintah Daerah ad

daerah.

lah Bupati dan perangkat daerah sebagei unsur penyslenggara pemerintahan

3. Bupati adalah Bupati Takalar,

>

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehz:an Kabupaten Takalar,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatzn Kaaupaten Takala-,
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(2)

Kepala Puskesmas adalah Pimoinan UPTD Puskesmas dj Kabupaten Takalar.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perfindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telzsh membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan prograim jaminan sosial bidang kesehatan.
Pelayanan Kesehatan adalah sagala bentuk Kegiatan yang diberikan kepaca seseorang dalam rangka
observasi, diagnosis| pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas,
Puskesmas Pembanfu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Foskeskal.

Fasilitas Kesehatan yang selanjutiya disingkat Faskes adalah fasiitas kesehatan yang digunakan
untuk menyelenggargkan upaya celayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pzmerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat,
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjuinya disebut Fuskesras adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyerakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginva di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat non
spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat ihap.

Rawat Jalan Tingkat| Pertama (RJTP) adzlah ‘pelayanan kesehatar perorangan yang bersifat non
spesialistik yang dilaksanakan pada Faskes Tingkat Pertame untuk keperluan observasi, diagnosis,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya,

Rawat Inap Tingkat |Pertzma (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik yang dilaksanskan pada Puskesmas Parawatan intuk keperluan observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, dan/atau pélayanan medis lainnya. :
Jasa Pelayanan Kesghatan adzlah imbalar yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang
diberikan kepada pasien delam rangka observasi, diagnosis, p3ngobatan, konsultasi visite, rehabilitasi
medik dan atau pelayanan lainnya.: :

Jasa Sarana adalah imbalan yahg diterimz oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas
puskesmas dan jaringannya termasuk pemakaian bahan daa alat habis pekai, akomodasi pasien
rawat inap, kegiatan promoiif dan preventif yang disstor ke Kas Daeran,

Tarif Non Kapitasi gdalah besaran pembayaran kiaim oleq BPJ3 Kesehatan kepada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan enis dan jumlah peleyanan kesehatan yang diberikan.

Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan:rawat jalan maupun rawat inap yang dibayarkan ke
Fasilitas Kesehatan. "

. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepaida peserta dan tercakup dalam benefit

yang berhak diterima pleh peserta. BFJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah
pelayanan. ;

3AB i
MAKSUL DAN TUJUAN

Masal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan :Bupati ni untuk membeiiken zrah dan acuan teknis dalam
pengelolaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini acialah memberikar kepastian hukum dalam pengelolaan
dana non kapitasi Jam(nan Kesehaten Nasioral.




Jenis Pelayanan Kesehata

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kes
dasar kesehatan diberikan kepada Pz

BAB il

PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN <ESEHATAN

MNASIONAL
Pasal 3

dengan Jaminan Kesehatan Nasional JKN) zdalal memberikan jaminan agar

sehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
sserta JKN dan keluarganya yang beriaku secara nasional.

BAE IV

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Biaya Jaminan Kesehatan yintuk Peserte .KN Perierira Bantuan |iran
yang dibayarkan oleh pemerintah dan kia

iuran yang dibayar oleh pes

(1) Dana Non Kapitasi peserta JXN dis

Kabupaten Takalar set

Kabupaten Takalar,

(3) Dana Non Kapitasi yang aca pada Kas Daerah Kabupaten Tal-alar seba
(2) yang telah terakamodir pada DPA rnasing-masing P
Kabupaten Takalar dicairkan beidaszrkan afuran pengelolaan

(4) Besaran -dana non ke
berdasarkan Peraturan

Pasal 4

(P31) bersumber dari juran peserta
ve Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari
rta, pemrberi kerja dan atay pemerintat

Pasal 5
setor cleh BPJS Keseratan ke Rekening Dinas Kesehatan

ap bulan sasuai klaim yang diajukan mising-m asing Puskesmas
(2) Dana Non Kapitasi yeng ada - di Rekening Dinas Kesehztan Kzby
dimaksud pada ayat (1) menjadi pandapatan daerah dar selun

peien Takalar sebagaimana
Ihnya disetor ke Kas Daerah

gaimana dimaksud pada ayat
Iskesmas Lingkup Dinas Kesehatan.
‘euangan yeng berlaku.

pitesi s3bayzimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Puskesmas
Menteri Kesa1atan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan

Kesehatan dalam penyglenggarazn Frogram JKN.

Pasal 6

(1) Dana Non Kapitasi yang diterira oleh Dines Kesehatan dari Badan Penys:lenggara Jaminan Sosial

Kesehatan yang selanju

nya diserah-an ke puskesmas dimanf:iatian seluruhnya untuk:

a. pembayaran jasa pelliyanan liesehatan: dan

b. Operasional Puskesrt

1as

(2) Alokasi Dana Non Kdpitasi unfuk pembayaran jasa peliyznan kesehatan dan Operasional

Puskesmas sebagaimar
yang merupakan satu ke

Alokasi Dana Non Kapitasi u
Pasal 6 ayat (1) huruf a dar
tenaga kesehatan dan tenaga

a cimaksid pada ayat (1) untuk tiap Puskesmas “ercantum pada Lampiran
satuan yang tidak terpisankan dari Peraturan 3upatiini.

Fasa' 7
htule pernbayeren jasa pelayanan kes:hatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dimenfaal<an’ untuk pemba aran jasa pelayanan kesehatan bagi
non kesehalan yeng terlibat di dalam | egiatar: pelsyanan kesehatan.

IFasal 8

Sefiap penerimaan komponef jesa palayanan dari semua jenis pelayanan diatur Pola Pembagian Jasa
Pelayanannya ‘untuk pemberi pelayarian langsung dan pemberi pelayanan tidex langsung sebagaimana

tercantum pacla Lampiran [I P

eraturan Bupali ini yang merupakan sa u kesaiuan vang tidak terpisahkan.




BABY
MONITORING DAN EVALUASI
Fagal 9

(1) Kepala Puskesmas secara periodik wajb melakukan monitoring dan evaluasi

(2) Kepala Puskesmas melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan (IXK) dan Indeks Kepuasan

pelaksanaanlimplemegasi pembagian Jasa Pelayanan.

Masyarakat (IKM) se

agai indikator kepuasan terhadap peleksanazn Pembagian Jasa Pelayanan

dan Indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Alokasi Dana Non kapitasi
berlaku lagi.

Jaminan Kese'iatan Nasional pada Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak

BAB YI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1%

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangxan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daarah Kabupaten Takalar.

RAH KABUPA

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal
ol
EUPATI TAHALAR,

IS
P
SYAMSART

BUPATEN TAKALAR

\TEN TAKALAR 2018 NOMOR




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR . 07 Tahun 2019
TANGGAL L 28 TJanvar) 2009
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITAS
JAMINAN KESEHATAN NAS|ONAL

PADA PUSKESMAS

Pelayanan Non Kapitasi terdiri|dari ;

O 00N> N N

Pelayanan Rawat Inap
Pelayanan Persalinan
Pelayanan Ambulans / Rujukan ( sesuai Jarak cari Puskesmas ke Ruriah Sakit )
Pelayanan Antenatal Care
Pelayanan Perinatal Care
Pelayanan KB
Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah Pro'ariis (Promotif Preventif)
Pelayanan Protesa Gigi
Pelayanan IVA Test

1. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60% (Enzm Puluh Persen) dari total Dana. Adapun Pembagian jasa tiap

Pemanfaatan Dana Non Kapi({si di Puskes:rﬁas; terdiri dari :
I

Pelayanan akan diatur da

m Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar

2. Belanja Operasional Puskesmas sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari total dana. Adapun Pemanfaatannya

dapat digunakan untuk : g |
a. Belanja Alkes s
b.  Belanja BMHP (contoh : Pengisian Tasung Oksigzn, Strip Pemariksaar, Kasa, dan Belanja Medis Habis

k

c
d
e.
f
g
h
i
i

Pakai Lainnya) :
Pelayanan Kesehatar| dalam Gedung dari Luar Gedung
Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan termasuk BBM
Belanja ATK
Belanja Cetak
Administrasi Keuanga
Pemeliharaan Sarpra
Belanja Makan Minum Pasien (Rp. 36.000 / Hari / Fiasien) sesuai SBL Ka). Takalar Tahun 2019
Belanja Makan Minum Petugas Jaga

Belanja Jasa Pihak Ketiga '

Untuk pengeloidan Keuangan tetap mengacu pada Aturan Pengelolaan Ke uangan Daerzh Kab. Takalar

UPATI TAKALAR,

N T

SARI




